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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum dan Regulasi Terhadap Larangan
Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Sarana Jual Beli Dalam Transaksi
Eletronik”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya regulasi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang .melarang
penggabungan antara sosial media dan e-commerce, dalam hal ini TikTok Shop
dianggap masih kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. TikTok Shop
merupakan praktik bisnis yang disebut predatory pricing. Melalui latar belakang
tersebut, maka metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif
dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi
dan penyebab aplikasi tiktok dilarang sebagai sarana jual beli melalui media
elektronik dan akibat hukum perjanjian jual beli melalui aplikasi tiktok menurut
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hasil penelitian ini
menyimpulkan pemerintah menilai bahwa TikTok melanggar peraturan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan menegaskan bahwa platform berbasis
media sosial tidak seharusnya berperan sebagai e-commerce sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Perjanjian jual beli di
TikTok Shop dianggap tidak sah karena melanggar syarat sah suatu perjanjian
mengenai sebab yang halal,schingga dampak hukumnya ialah batal demi hukum.

Kata Kunci : Jual Beli; TikTok Shop; Transaksi Elektronik
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang turut andil dari banyak negara lainya
terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya teknologi
tentu juga memiliki dampak positif maupun negatif. Salah satu bentuk dari
keberadaan teknologi yaitu adanya penggunaan jaringan internet dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan adanya internet sudah tidak dapat dipungkiri lagi
penggunaannya sudah membuat dunia melakukan komunikasi, 24 jam setiap
harinya sudah dapat membuat transaksi yang dapat diakses melalui jaringan
internet.! Adanya perubahan dan teknologi berkembang dengan pesat saat ini, tentu
saja membuat penggunaan ruang yang semakin mendesak, maka harus didampingi
dengan rule of conduct (aturan hukum) yang memadai. Antisipasi pada factor

globalisasi sangat diperlukan agar ketidakseimbangan tidak terjadi.

Seiring dengan perkembanganya, dimana yang awalnya banyak transaksi yang
dilakukan dengan penjual bertemu langsung dengan pembeli sekarang banyaknya
transaksi yang dilakukan dengan eletronik atau biasa disebut dengan electronic
commerce atau disingkat e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan bisnis
dengan menggunakan jaringan internet, secara umum tentu adanya hubungan

antara penjual dan pembeli yang merupakan hubungan yang terus-menerus dan

1 Verina Tania, “Transaksi Jual Beli Online”, Jurnal llmiah Penegak Hukum, Vol.1 No. 1,
2020, him. 37



mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi.> E-commerce merupakan satu set
dinamis teknologi,aplikasi , dan proses bisnis yang menghubungkan Perusahaan,
konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi eletronik dan perdagangan

barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara eletronik.

E-commerce tentunya banyak mempunyai keuntungan dan kekurangan,
banyaknya permasalahan baik yang bersifat ekonomis maupun psikologis.
Permasahalan psikologis yaitu seperti adanya calon pembeli dari suatu toko online
yang merasa ragu akan kebenaran dan informasi dari suatu barang yang akan dibeli
karena tidak dapat bertemu langsung dengan penjual. Pada transaksi jual beli online
atau internet , para pihak yang melakukan hubungan hukum yang dituangkan
melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan secara eletronik
dan sesuai pada Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) yang

merupakan kontrak eletronik yaitu perjanjian yang ada dalam dokumen eletronik.

Transaksi jual beli online sekarang sudah banyak dilakukan melalui media
sosial karena menjadi opsi baru untuk berbelanja online secara mudah dan
memungkinkan interaksi langsung dengan penjual sambil membuka media sosial
tanpa harus berpindah aplikasi lagi. Sebesar 86% Masyarakat Indonesia berbelanja
melalui platform media sosial.® Media sosial juga memiliki jangkauan yang luas

dimana jumlah pengguna media sosial yang sangat besar diseluruh dunia, sehingga

2 Abdul Wahid, Hukum Transaksi Eletronik, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017, him. 11
3 Daily Social, Platform Media Sosial, https://dailysocial.id/post/laporan-populix-86 platform-
, 2022 diakses pada tanggal 27 Agustus 2023
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transaksi dapat mudah mencapai target pasar yang lebih luas tanpa memikirkan
Batasan geografis. Hal ini tentu memberikan peluang bisnis yang signifikan bagi
para penjual untuk memperluas jangkauan produk atau layanan mereka. Banyaknya
platform media sosial yang lagi marak dimasyarakat Indonesia antara lain seperti
Instagram, Facebook, dan TikTok yang sangat mudah digunakan dari berbagai

kalangan usia.

TikTok merupakan platform media sosial yang sekarang paling banyak diminati
oleh Masyarakat sebanyak 45% dari 86% Masyarakat yang pernah berbelanja
melalui media sosial. Pada awalnya TikTok memang fokus pada video pendek
dengan durasi terbatas. Video-video ini sering memiliki batasan waktu sekitar 15
detik atau 60 detik, tergantung pada versi aplikasi dan wilayah penggunaannya.
Konsep video pendek ini adalah salah satu fitur utama yang membedakan TikTok
dari platform media sosial lainnya. Dengan maraknya perkembangan TikTok
platform media sosial ini biasa digunakan untuk mempromosikan berbagai brand-
brand tertentu seperti pakaian,alat rumah tangga, dan makanan frozen yang
menghubungkan dengan link pembelian melalui platform yang berbeda. Namun,
setelah berkembang lagi TikTok membuat filtur secara khusus yaitu filtur TikTok
shop yang bisa melangsungkan pengguna untuk melakukan perjanjian jual beli

tanpa berpindah aplikasi.

TikTok shop merupaakan filtur yang diperkenalkan oleh platform media sosial
TikTok, dimana filtur ini memungkinkan Masyarakat untuk menjual produk atau
membeli produk melalui aplikasi. TikTok shop telah mengintergrasikan filtur

belanja dengan menampilkan konten-konten promosi atau iklan produk di antara



video-video pengguna. Pengguna dapat melihat gambar, deskripsi, harga, serta
tautan pembelian untuk setiap produk yang ditampilkan. Ketika Masyarakat tertarik
untuk membeli sesuatu produk, mereka langsung dapat mengklik tautan pembelian

yang akan membawa mereka ke profil toko online tersebut.

Dikarenakan izin dari platform TikTok ini merupakan izin sebagai platform
media sosial yang kemudian beralih menjadi sosial e-commerce, pemerintah
mengeluarkan larangan terhadap penggunaan media sosial sebagai platform e-
commerce, termasuk TikTok Shop, dengan alasan untuk mendukung transformasi
digital dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang
pasar adalah langkah yang signifikan dalam regulasi perdagangan elektronik. Ini
mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
digital dan perlindungan usaha tradisional. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah) dan pedagang pasar adalah kelompok yang sering kali rentan terhadap
perubahan pasar dan persaingan yang kuat dalam era transformasi digital.*
Larangan atau regulasi ketat terhadap penggunaan media sosial sebagai platform e-
commerce adalah salah satu pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya

melindungi dan mendukung kelompok ini.

Maka dari itu, Menteri Perdagangan bertindak untuk memisahkan media sosial
dan e-commerce dengan membatasi penggunaan media sosial hanya untuk promosi
barang atau jasa adalah langkah yang signifikan dalam mengatur perdagangan

elektronik. Dalam banyak transaksi e-commerce, ada Syarat-syarat yang harus

4 Alifah Fidela dan Aprinaldi Pratama, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”,
Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, VVol.2 No. 3, 2020, him. 495



dipatuhi oleh pembeli dan penjual. Regulasi ini mungkin mengingatkan para pihak
terhadap pentingnya mematuhi syarat-syarat ini dan menghindari transaksi yang

melanggar hukum, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Kepatuhan terhadap regulasi e-commerce adalah faktor penting yang perlu
dipertimbangkan. Jika TikTok tidak mematuhi regulasi khusus yang berlaku untuk
transaksi e-commerce, ini bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melarang
penggunaannya sebagai sarana jual beli. Selain itu, kekhawatiran terkait anak-anak
yang melakukan jual beli melalui TikTok Shop adalah isu serius.® Perlindungan
anak-anak dalam transaksi e-commerce dan penggunaan aplikasi media sosial
adalah prioritas. Pemerintah dapat melarang atau mengatur penggunaan TikTok
dalam transaksi e-commerce untuk melindungi anak-anak dari praktik yang

merugikan atau berpotensi berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah peraturan yang
diterbitkan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik, khususnya
dalam konteks platform media sosial dan e-commerce seperti TikTok Shop.
Peraturan ini mewakili sebuah perubahan signifikan dalam regulasi perdagangan
elektronik dan merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Pada
platform e-commerce yang terbuka seperti media sosial, ada risiko penipuan,
penjualan produk palsu, dan praktik bisnis buruk lainnya. UMKM dan pedagang

pasar sering kali merupakan korban yang rentan terhadap praktik semacam ini.

® Tomson Situmeang, “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan
Transaksi Jual Beli”, Jurnal Vivere Honeste, VVol. 33 No. 1, 2023, him. 57



Regulasi yang ketat dapat membantu melindungi konsumen dan usaha kecil dari

risiko ini.

Salah satu ancaman utama yang muncul dari TikTok Shop adalah praktik bisnis
yang disebut predatory pricing. Ini adalah taktik di mana harga suatu produk
disesuaikan ke tingkat yang sangat rendah dengan tujuan untuk menghilangkan
pesaing. Baik bagi pedagang di mall atau pasar tradisional, praktik ini berpotensi
mengakibatkan kerugian karena dapat merusak harga pasar. Sebagai contoh,
seorang pedagang tekstil di Tanah Abang yang dikenal sebagai Anton mengalami
situasi yang menantang. Anton melaporkan bahwa produk yang dijual di TikTok
Shop ditawarkan dengan harga yang sangat rendah. Bahkan, produk yang biasanya
ia jual di Tanah Abang seharga hampir dua kali lipat lebih mahal dibandingkan
dengan harga di TikTok Shop. Diduga kuat bahwa produk-produk dengan harga
sangat murah di TikTok Shop diimpor dari luar negeri atau bersifat cross-border.
Dampak dari situasi ini adalah, pelanggan-pelanggan Anton beralih ke platform
TikTok Shop tersebut, dan sebagai akibatnya, Anton melaporkan penurunan omzet

bisnisnya hampir sebesar 50 persen.®

Regulasi yang cermat dapat meningkatkan perlindungan konsumen dengan
memastikan bahwa produk yang dijual adalah aman dan sesuai dengan deskripsi
yang diberikan. Ini berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen

terhadap perdagangan elektronik. Fokus pada perlindungan konsumen adalah salah

® Sarah Tumiyah, Bisnis Tempo, Munculnya TikTok
hopdanpredatprichttps://bisnis.tempo.co/read/1776094/5-keluhan-munculnya-tiktok-shop, 2023
diakses pada 20 Agustus 2023



satu tujuan utama dalam mengatasi predatory pricing. Dengan mengatur praktik
tersebut, perlindungan konsumen ditingkatkan, yang membantu melindungi mereka

dari harga yang tidak wajar dan penurunan kualitas produk.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengajukan
skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM DAN REGULASI TERHADAP
LARANGAN PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SARANA

JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ELETRONIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Permasalahan yang dibahas

dalam skripsi ini adalah :

1. Aparegulasi yang menyebabkan aplikasi tiktok dilarang sebagai sarana jual
beli melalui media eletronik ?

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli melalui aplikasi tiktok
menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan

ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi dan penyebab aplikasi tiktok dilarang sebagai

sarana jual beli melalui media eletronik.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli
melalui aplikasi tiktok menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31
Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini

adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini sebagai informasi dan dapat menambah
pengetahuan terhadap Masyarakat terutama pada bidang hukum khususnya
yang berkaitan dengan larangan aplikasi tiktok sebagai sarana jual beli dalam

transaksi e-commerce.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi semua pihak
dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam rangka
studi yang berhubungan dengan larangan aplikasi tiktok sebagai sarana
jual beli dalam transaksi e-commerce.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada masyarakat tentang analisis hukum dan regulasi
terhadap larangan penggunaan TikTok sebagai alat jual beli dalam
transaksi e-commerce.

c. Membuka wawasan dan memberikan wawasan baru kepada masyarakat

dalam ranah Hukum Perdata, terutama sehubungan dengan isu larangan



penggunaan TikTok sebagai sarana jual beli dalam transaksi e-
commerce, dapat memberikan ide dan referensi yang berguna bagi
pembaca, yang dapat diaplikasikan dalam situasi praktis di lapangan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pemeriksaan mengenai larangan
penggunaan TikTok sebagai alat untuk bertransaksi jual beli dalam konteks e-
commerce. Tujuan dari mengatur ruang lingkup ini adalah untuk memberikan
arahan yang lebih jelas terkait dengan isu-isu dan topik yang akan dibahas dalam

penelitian ini.
F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah elemen yang esensial dan merupakan dasar yang
diperlukan untuk menganalisis suatu penelitian. Teori digunakan dalam penelitian
sebagai alat untuk menjelaskan dan mengarahkan data dengan tujuan mendapatkan
kesimpulan yang substansial dalam penelitian tersebut.” Dalam lingkungan ilmiah,
kerangka teori sering mencakup telaah literatur yang mendalam tentang suatu topik
khusus. Ini membuat kerangka teori berperan sebagai landasan konseptual yang
mendukung pemahaman tentang gagasan, konsep, dan variabel yang terkait dengan

subjek penelitian.

7 Rifai Abubakar, Pengantar Metode Penelitian, Bandung: Suka Press, 2021, him. 31
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1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharho awal mula karena
munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari adanya hukum alam
atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid
Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam
menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal
dan abadi, dan juga hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Dijelaskan oleh
Fitzgerald teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan menintergrasikan
dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat karena dalam
suatu kepentingan Masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan dengan cara

membatasi beberapa kepentingan pihak lain.

Perlindungan hukum pada dasarnya dibagi menjadi, sarana perlindungan
hukum preventif dan sarana perlindungan hukum yang represif. Perlindungan
hukum preventif dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang
memberikan subyek hukum suatu kesempatan dalam mengajukan keberatn
ataupun pendapatnya sebelum dilakukannya suatu keputusan bagi pemerintah
dalam mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini
memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan ataupun
sengketa yang akan terjadi. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang represif
memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang
ada. Mengutip dari pendapat Philipus M. Hadjon, 205:1987, beliau memberikan
pendapatnya yaitu, “perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengadukan dan perlindungan
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terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

peletakan kewajiban Masyarakat dan pemerintah.”®

Hukum sendiri lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam
kehidupan Masyarakat. Sehingga perlindungan hukum dianggap memiliki
otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu
dilindungi. ® Hak manusia yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga
dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum. 1©

Berdasarkan pendapat ahli, perlindungan hukum dapat digolongkan
menajadi dua macam berdsarkan dengan sumbernya yaitu pertama,
perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dapat
diperoleh jika kedudukan para pihak relatif sama atau sederajat, berdasarkan
asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan suatu isi
perjanjian demi memenuhi kepentinganya masing-masing.!! Kedua,
perlindungan hukum eksternal dimana perlindungan hukum yang dibuat oleh
penguasa lewat regulasi demi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan

pedoman perundang-undangan yang memiliki makna hukum tidak boleh

8 Zenia Almaida dan Moch. Najid Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif
Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, Privat Law, Vol. 9
No. 1, 2021, him. 222-223

° Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, him. 53

10 1bid, him. 69

11 Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media,
2016, him. 160
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bersifat memihak, dan harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada

pihak lainya. 2

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah konsep dalm hukum yang
menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada individu yang lebih
lemah atau rentan terhadap hubungannya dengan pihak lain. Prinsip ini
bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta mencegah terjadinya
penyalagunaan oleh pihak yang mempunyai posisi atau kekuasaan lebih besar.
Dengan adanya teori perlindungan hukum untuk memastikan Upaya bahwa
setiap individu mendapatkan akses pada proses peradilan yang adil dan juga
merasakan efetivitas dari hak-hak legal mereka tanpa diskriminasi. Jika
perlindungan hukum dikaitkan dengan kosumen artinya hukum memberikan
perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya hak-hak tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada situasi yang pasti, ketetapan, atau ketegasan.
Prinsip hukum seharusnya selalu menawarkan kedua aspek ini - ketegasan
sebagai panduan perilaku dan keadilan untuk mendukung sistem yang dianggap
adil. Hanya melalui implementasi yang adil dan tegas, hukum dapat mencapai
tujuannya. Kepastian hukum adalah isu yang bersifat teoritis dan tidak bisa

dijelaskan dari perspektif sosiologis.*®

12 1pid, him. 165
13 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, him.59
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Menurut pandangan Kelsen, hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari
norma-norma. Norma-norma ini berisi pernyataan tentang apa yang seharusnya
dilakukan, yaitu apa yang sepatutnya dilaksanakan. Norma-norma ini
merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan manusia yang berjalan melalui
proses pertimbangan. Undang-undang yang mengandung peraturan-peraturan
umum menjadi panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan bersama, baik
dalam interaksi dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan
masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menetapkan batasan-batasan
yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Kehadiran aturan ini dan
penerapannya menghasilkan kepastian hukum.4

Kepastian hukum dari sudut pandang normatif adalah ketika suatu peraturan
dihasilkan dan diumumkan secara tepat, mengatur segala sesuatu dengan jelas
dan rasional. Keterjelasan berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan
keraguan atau memiliki banyak penafsiran yang mungkin, dan juga sesuai
secara logis dengan sistem norma yang ada sehingga tidak menyebabkan
konflik antara norma-norma tersebut. Kepastian hukum merujuk pada
penerapan hukum yang konsisten, tidak berubah-ubah, dan berlaku tanpa
dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar
aspek-aspek moral; sebenarnya, mereka adalah karakteristik yang mendasari
hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya hukum

yang kurang efektif.'®

14 peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, him. 158
15 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil,dan Engelien R, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009,
him.382.
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Kepastian hukum merupakan jaminan terhadap hukum yang mengandung
unsur keadilan. Norma-norma yang mengupayakan keadilan harus benar-benar
berfungsi sebagai peraturan yang diikuti. Menurut Gustav Radbruch, keadilan
dan kepastian hukum adalah elemen-elemen tetap dalam hukum. la berargumen
bahwa perhatian harus diberikan kepada kedua hal ini, di mana kepastian
hukum harus dijaga untuk memelihara stabilitas dan keteraturan suatu negara.
Pada akhirnya, hukum positif harus selalu dihormati. Berdasarkan teori
kepastian hukum dan tujuan pencapaian nilai keadilan dan kebahagiaan.*®
3. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang penting untuk
kehidupan Masyarakat yaitu Hukum Perjanjian. Kata perjanjian berasal dari
Bahasa belanda yaitu overeenkomst, jika dalam Bahasa inggris dikenal dengan
istilah contract. Didalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :
“Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan akibat karena adanya satu pihak yang mana
mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau bisa juga dikatakan hukum
perjanjian ialah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji
kepada orang lain untuk mengikat sesuatu hal. Seperti yang telah diketahui
dalam hal ini kedua belah pihak tersebut telah menyetujui untuk melakukan

sesuatu perjanjian tanpa adanya paksaan.

16 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Gunung Agung, 2002, him. 82
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Selain itu menurut subekti perjanjian memiliki definisi tersendiri*“perjanjian
adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal”'’ Adapun pendapat ahli yang mendefinisikan perjanjian sebagai,
“Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang
atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh
prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan
prestasi.”*®

Dari pengertian kontrak atau perjanjian para ahli diatas sebagai kekurangan
untuk melengkapi definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
sehingga secara lengkap pengertian dari kontrak atau perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketika
seseorang melakukan perjanjian maka harus memenuhi syarat sah dalam
perjanjian yang mana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk
membuat perikatan,suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehubungan
dengan keempat syarat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
maka konsekuensi jika tidak terpenuhi masing-masing syarat yang dimaksud.
Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan unsur subjektif karena

berkenaan dengan diri seseorang atau subjek yang membuat perjanjian. Kedua,

17 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa, 1998, him. 122
18 Syahmin AK, Hukum Kontrak International, Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006, him. 1
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syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan unsur objektif.
Berkaitan dengan unsur subjektif, jika tidak terpenuhi berakibat kontrak atau
perjanjian dapat dibatalkan sedangkan, apabila kontrak atau perjanjian tidak
memenuhi unsur objektif maka hal terkait berakibat kontrak atau perjanjian
tersebut otomatis batal demi hukum. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seluruh persyaratan tersebut harus
dipenuhi. Syarat sah perjanjian bersifat komulatif, artinya seluruh persyaratan
tersebut menjadi sah, jika tidak tepenuhi hal tersebut menimbulkan konsekuensi
kontrak tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya dapat dibatalkan
(vernietigbaar).

G. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena
tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan,
menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran.
Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan

masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian®®.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, yang
sering dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini didasarkan
pada analisis bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber-

sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Dengan mempertimbangkan

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Ul Press, 2007, him. 6
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penjelasan ini, penulis telah memutuskan untuk menggunakan metode
penelitian hukum normatif dalam penulisan dan analisis dalam skripsi ini.2°
2. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, digunakan berbagai jenis sumber hukum, termasuk
sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan
perundang-undangan yang terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Eletronik
5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik
6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan , dan

Pengawasan Pelaku Usaha

20 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2017, him. 248
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7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan , dan
Pengawasan Pelaku Usaha.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merujuk pada informasi atau tulisan yang
memberikan penjelasan atau gambaran mengenai materi hukum yang
utama, serta berbagai sumber lainnya, seperti buku, karya penelitian
ilmiah, artikel jurnal, makalah, serta dokumen terkait lainnya yang relevan
dengan subjek yang tengah dibicarakan. 2*
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan
bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya: Abstrak
perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, kamus
hukum dan lain-lain.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-
Undang (statute approach) ,pendekatan Konseptual (conceptual approach) ,

dan pendekatan Analitis (analytical approach).

21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 201.
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual yang digunakan penulis merupakan tinjauan dan
pandangan para ahli yang terkandung dalam bidang ilmu hukum.
Pendekatan ini sebagai fondasi penulis untuk dapat memecahkan
permasalahan hukum. 22
c. Pendekatan Analitis (analytical approach)

Pendekatan analitis merupakan suatu strategi atau pendekatan yang
digunakan untuk memisahkan suatu masalah atau situasi ke dalam
komponen-komponen yang lebih kecil yang dapat dianalisis secara
mendalam. Dalam konteks analisis atau pemikiran, pendekatan analitis
berpusat pada upaya memahami rincian dari setiap unsur dalam suatu
situasi atau permasalahan, sehingga memungkinkan untuk mengenali
keterkaitan, akar penyebab, atau konsekuensi yang berkaitan dengan
masing-masing komponen tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif, sumber-sumber hukum seperti bahan
hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan non-

hukum diselidiki melalui studi pustaka. Sumber-sumber hukum ini dapat

22 Muhaimin , Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Mataram Press, 2020, him. 28
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diakses melalui berbagai cara, seperti mendengarkan, membaca, melihat, serta
pencarian melalui internet atau situs web yang relevan dengan larangan aplikasi
tiktok sebagai sarana sosial e-commerce.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis preskriptif, yang
merupakan metode analisis yang digunakan untuk memberikan argumen
terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah memberikan
penilaian tentang kesesuaian fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam
penelitian dengan prinsip hukum, baik dalam hal benar atau salah, dan apakah
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.?

Dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif dapat
bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan permasalahan sesuai dengan
fakta maupun keaadaan yang sebenarnya. Analisis preskriptif ini sendiri
menggabungkan data dari analisis deskriptif dan prediktif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini . Deduktif adalah suatu proses
penarikan kesimpulan yang sebenarnya sudah terkandung dalam suatu
pernyataan atau lebih. Dengan kata lain, deduktif adalah metode penalaran yang
menghasilkan kesimpulan khusus berdasarkan beberapa pernyataan yang lebih

umum.?

123.

23 peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, him. 133
24 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, him.
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Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk menghubungkan
kerangka hukum yang ada dengan kasus yang sedang diteliti dan menyimpulkan
bagaimana hukum tersebut diterapkan pada situasi tersebut. Ini adalah
pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk

menghasilkan analisis yang kuat dan berlandaskan pada dasar hukum yang kuat.
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